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Girik adalah alat bukti tanda membayar pajak. Sebelum berlakunya UUPA, hukum tanah yang berlaku
bersumber hanya hukum adat. Girik digunakan oleh pemilik tanah sebagai tanda bukti hak atas tanah, karena
hanya pemilik tanah yang wajib membayar pgjak. Dengan berlakunya Undang- Undang Nomor 5 Tahun
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agrariaterjadi perubahan secara fundamental di bidang hukum
tanah dan hak- hak perorangan atas tanah yang berlaku di Indonesia. Namun pada kenyataannya masih
banyak masyarakat di Indonesiaterutama di Jakarta yang menganggap Girik adalah bukti kepemilikan hak
atas tanah. Girik tidak kuat untuk menjadi alat bukti kepemilikan hak atas tanah apabilaterjadi sengketa di
Pengadilan. Oleh karenaitu perlunya sosialisasi dari pihak pemerintah untuk memberitahukan kepada
masyarakat bahwa alat bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah adalah berupa Sertipikat, bukanlah Girik.
Banyak masyarakat yang belum mengerti apa yang dimaksud dengan Girik, karena didalam literatur ataupun
Perundangundangan mengenai pertanahan sangatlah jarang dibahas dan dikemukakan. Tanah Girik bukan
merupakan bentuk kepemilikan hak sesuai dengan UUPA, melainkan hanya bukti pembayaran pajak tanah
sgja. Namun demikian , Petuk Pgjak Bumi/ Landrentee, Girik, Pipil,Verponding Indonesiaini adalah salah
satu bukti tertulis yang dapat didaftarkan sesuai dengan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Seperti permasalahan dalam penulisan tesis ini mengenal sengketa tanah girik yang telah mendapat putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 166/PDT.G/2012/PN.JKT.PST. pemilik dari Girik C nomor 1349
tidak dapat membuktikan kepemilikannya yag sah di pegadilan, karena kurangnya aat bukti yang lain. Girik
dapat menjadi aat bukti kepemilikan hak atas tanah dengan didukung alat bukti yang lain yang menguatkan.
Oleh sebab itu, perlunya sosialisasi yang dilakukan pemerintah agar masyarakat melakukan pendaftaran
pertamakali atas tanah yang masih berstatus hak milik adat.

Girik is proof of payment of tax. Before Act Number 5 of 1960 regarding Agrarian Law, the prevailing law
on land was bassed on common law. Girik used by the land owner as a proof of the land, because only a
landholder who is obliged to pay taxes. Since Act Number 5 Y ear 1960 regarding Agrarian Law
promulgated, land law and personal rights on land in Indonesia fundamentally changed.. In fact, Some of
Indonesian people especially in Jakarta still thought that Girik is an evidenceof land ownership. Because of
that, need for socialization of the government to tell people that the proof of ownership land rightsisa
Sertipikat. Many people do not understand what is referred about Girik, because in literature or regulations
of land is very rarely discussed and presented about that.Girik certificate is not propietary right as pointed
out in Basic Agrarian Law (UUPA). It only indicates tax payment receipt. Nevertheless, there are other [less
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formal] land certificate of Petuk Pajak Bumi, Landrentee, Girik, Pipil, verponding Indonesia that can serve
as written evidence for land registration as provided for in Government Regulation (PP) No.24 of 1997
concerning Land Regisration. Shown in land dispute case on Court of Central JakartaDecision Number
166/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST. This research uses a method of a descriptive analysis with yuridis normative
approach.



